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RINGKASAN

AULIA AWANG HERPRASOJO, 0910111004, Hukum Perdata Ekonomi dan
Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2013, IMPLIKASI
YURIDIS PUTUSAN NOMOR 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel (ANALISIS PASAL 72
AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA) Umu Hilmy,
S.H.,M.S.; Ulfa Azizah, S.H.,M.Kn.

Pada latar belakang penulisan skripsi ini penulis mengangkat tentang adanya
permasalahan mengenai adanya permasalahan mengenai pembatalan putusan arbitrase
Nomor 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel. yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri melewati
batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu pada pasal 72 ayat (3) bahwa
putusan atas permohonan ditetapkan oleh Ketua pengadilan Negeri dalam waktu paling
lama 30 hari sejak permohonan diterima. Penelitian ini menganalisa kewenangan hakim
menurut UU Arbitrase untuk menambah jangka waktu pemeriksaan permohonan
putusan arbitrase serta menganalisis pula implikasi yuridisnya.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, jenis penelitian ini di fokuskan untuk
mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif lebih
khususnya dikaji dari sisi konsep dan teori hukum acara perdata Indonesia secara
sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memperoleh jawaban atas permasalahan
yang ada bahwa secara eksplisit tidak ada pasal dalam UU Arbitrase yang mengatur
tentang hal itu, tapi berdasarkan interpretasi acontrario yang dikuatkan dengan fiksi
hukum, maka dapat disimpulkan bahwa hakim berwenang menambah waktu
pemeriksaan sesuai dengan kewajaran sampai putusan diucapkan, dan putusan tersebut
disamakan dengan putusan yang diputus dalam waktu 30 hari. Implikasi yuridis
putusan Nomor 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel yang diputus melebihi jangka waktu disamakan
dengan putusan yang diputus dalam waktu 30 hari sesuai dengan pasal 72 ayat (3) UU
Arbitrase, dapat dilihat secara kontekstual pada amar putusan yang terdapat dalam
putusan tersebut.

Implikasi yuridis putusan Nomor 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel yang diputus melebihi
jangka waktu ini yaitu telah dibahas sebelumnya bahwa putusan yang melebihi jangka
waktu tersebut disamakan dengan putusan yang diputus delam waktu 30 hari sesuai dengan
pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase, Implikasi putusan tersebut dapat dilihat secara kontekstual
pada amar putusan yang terdapat dalam putusan tersebut.

Saran dari penulis adalah Berkaitan dengan kekosongan hukum atau tidak ada
aturan dalam UU Arbitrase mengenai ditetapkannya putusan atas permohonan putusan
arbitrase jika putusan tersebut diputus melebihi waktu paling lama 30 hari berdasarkan
pasal 72 ayat (3), revisi terhadap UU Arbitrase diperlukan agar tercipta rasa keadilan
antara kedua belah pihak dan juga agar tercipta kepastian hukum terhadap UU
Avrbitrase.

Kata Kunci: Pembatalan Putusan, Arbitrase, Implikasi Yuridis.
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SUMMARY

AULIA AWANG HERPRASOJO, 0910111004, Civil Law Economics and
Business, Faculty of Law, Brawijaya University Malang, July 2013,
IMPLICATIONS OF DECISION NUMBER juridical 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel
(ANALYSIS OF ARTICLE 72 PARAGRAPH (3) LAW NUMBER 30 YEAR 1999
ON ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION) Umu
Hilmy, SH, MS; Ulfa Azizah, SH, M.Kn.

In the background of this thesis about the author raised concerns about the
issue of cancellation of the award 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel number. which is decided by
the District Court deadlines established by Act No. 30 of 1999 concerning Arbitration
and Alternative Dispute Resolution which in Article 72 paragraph (3) that the decision
on the request is set by the Chairman of the District Court within a period of 30 days
from the application is received. This study analyzes the authority of judges according
to the Arbitration Act to supplement the examination period and the request for
arbitration decision also analyze the juridical implications

This type of research is normative, this kind of research is focused on
reviewing and analyzing the rules or norms of positive law more particularly studied in
terms of concepts and theories Indonesian civil procedure systematically. Based on
these results the authors obtain answers to existing problems that there is no explicit
clause in the Arbitration Act which governs it, but based on the interpretation acontrario
boosted by legal fiction, it can be concluded that the judge is authorized to increase the
time until the inspection in accordance with the fairness of the verdict spoken, and the
verdict is equated with a decision that terminated within 30 days. Implications of
judicial decisions that 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel number was disconnected over a period of
time comparable to the decision that terminated within 30 days in accordance with
Article 72 paragraph (3) Arbitration Law, can be viewed contextually on the ruling
contained in the The verdict

Implications of judicial decisions 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel a disconnected number
exceeds this time period that has been discussed earlier that the decision exceeds the
time period comparable to a decision within 30 days delam terminated in accordance
with Article 72 paragraph (3) of the Act arbitration, Implications of the decision can be
viewed contextually on the ruling contained in the decision.

Suggestion of the authors is a connection with the emptiness there is no rule of
law or the enactment of the Arbitration Act the decision on the request for arbitration
decision if the decision is disconnected exceed a period of 30 days pursuant to Article
72 paragraph (3), revision of the Arbitration Act is necessary in order to create a sense
of fairness among both parties and also in order to create legal certainty to the
Arbitration Act.

Keywords: Cancellation Decision, Arbitration, Juridical Implications.



